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Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. perlindungan
konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang di kota Makassar.
tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui ketentuan hukum tentang
perlindungan konsumen, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang
dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum isi ulang di
kota Makassar.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan
senyatanya. sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proses
wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder yang berasal
dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. metode penarikan
sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu dengan memilih
informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.
tehnik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. dalam
penelitian ini, penulis mengunakan teknik analisis kualitati dengan langsung turun
kelapangan dan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kesehatan untuk
mendapatkan gambaran akan pengaturan air minum depot isi ulang.
Hasil penelitian ini menunjukka bahwa adapun syarat kualitas air minum
yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha AMD isi ulang yaitu bakteriologis,
kimiawi, radioaktif, dan fisik. pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak
memenuhi syarat kualitas air minum akan diberikan teguran agar pelaku usaha air
minum depot isi ulang tersebut mematuhi aturan yang tertuang dalam peraturan
Menteri Kesehatan, apabila pelaku usaha tidak mengindahkan teguran, maka
proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan UUPK.
Implikasi dari penelitian ini yaitu memberikan perhatian yang serius
terhadap permasalahan mengenai keberadaan dan kualitas air minum serta
pengawasan dan evaluasi secara periodik, dan menciptakan penyelesaian sengketa
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Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang dan/atau jasa untuk
memenuhi kebutuhannya. kebutuhan manusia sangat beraneka ragam  dan dapat
dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. jika dilihat dari  tingkatannya, maka
kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi tiga yaitu  kebutuhan primer, sekunder,
dan tersier. selain itu kebutuhan manusia juga  dapat dibagi menjadi kebutuhan
jasmani dan rohani. dengan adanya  bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan
tersebut maka setiap manusia  akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam
yang dikaruniai oleh Allah SWT khususnya air. air mempunyai peranan dan
kegunaan yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang ada
di muka bumi. bisa dibayangkan apabila di muka bumi ini sudah tidak ada sumber
daya air, maka bisa dipastikan tidak akan ada lagi kehidupan. selain oksigen, air
mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih dari 70%
tubuh manusia terdiri dari air. air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu
pencernaan dan proses kimia tubuh,membuang kotoran, melancarkan persendian dan
menyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. karena itu, sudah sewajarnya kita
memperhatikan kualitas air yang kita minum.
Air merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,
sepanjang sejarah air menjadi faktor penting dalam membentuk cara hidup manusia,
2pengembangan teknologi, dan budaya. Di mana saja ada air maka sudah pasti di sana
ada desa dan kota. ayat-ayat alquran dan hadits banyak menekankan pentingnya air
sebagai sumber kehidupan manusia. Allah berfirman :
 َﻦِﻣ َﺎﻨْﻠَﻌَﺟَوۖ ﺎَﻤُھَﺎﻨَْﻘﺘََﻔﻓ ًﺎْﻘﺗَر َﺎﺘَﻧﺎَﻛ َضَْرْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ﱠَنأ اوَُﺮﻔَﻛ َﻦﯾِﺬﱠﻟا ََﺮﯾ ْﻢَﻟََوأ
 َنُﻮﻨِﻣُْﺆﯾ ََﻼَﻓأۖ ٍّﻲَﺣ ٍءْﻲَﺷ ﱠﻞُﻛ ِءﺎَﻤْﻟا
Terjemahannya:
“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi
itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. kemudian kami pisahkan antara
keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. maka
mengapakah mereka tiada juga beriman?” (QS. Al-Anbiyaa:30).1
Secara transparan Allah dalam ayat ini menyebut air sebagai sumber
kehidupan. dapat dipahami bahwa air menjadi tiang dan pokok bagi kehidupan, air
adalah ibu bagi semua fenomena alam, betapa Allah menisbatkan air untuk segala
bentuk kehidupan dan keberadaan, artinya tanpa air kehidupan tak akan ada. pada
abad 20 dunia biologi menemukan 80% penyusunan sel-sel makhluk hidup, manusia,
hewan, tumbuhan dan mikro organisme adalah air, kehidupan di dunia ini pun baru
terbentuk setelah adanya air. boleh jadi makhluk hidup tidak memerlukan udara atau
oksigen akan tetapi tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu hidup tanpa
adanya air.
Air merupakan salah satu dari sekian banyak zat yang ada di alam  yang
penting bagi kehidupan manusia. air adalah kebutuhan dasar (primer)  yang tidak
1Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya (Semarang:Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an 1967),h.293.
3dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang menduduki urutan  kedua setelah
udara. kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman  untuk dikonsumsi
semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaan air  layak minum yang
berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit  diperoleh. hal ini juga
dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang  meningkat sangat cepat serta
kuantitas dan kualitas air tanah yang mengalami penurunan yang cukup tajam yang
dapat disebabkan adanya kerusakan alam  dan resiko pencemaran yang semakin
tinggi.
Kebutuhan masyarakat akan  air yang layak dan aman untuk dikonsumsi itu
pun setiap hari semakin  meningkat. sedangkan ketersediaan air layak minum yang
berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. tingginya
kebutuhan air minum bersih dan sehat serta cukup mahalnya harga produk Air
Minum Dalam Kemasan (AMDK) memunculkan inovasi baru dengan munculnya
usaha Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang harganya jauh lebih terjangkau.
peranan air minum isi ulang semakin besar, hal ini terlihat dengan semakin
bertambahnya jumlah air minum isi ulang di mana-mana. masyarakat diberi
kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya untuk memilih dan menggunakan AMD
isi ulang karena sesuai dengan keinginan dan kemampuan sebagian konsumen. para
pelaku usaha kemudian melihat peluang ini sebagai peluang baru yang menjanjikan
untuk membangun bisnis baru Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang
pertumbuhannya semakin menjamur karena dapat dijangkau dengan harga yang lebih
murah bila dibandingkan dengan AMDK. hal inilah yang kemudian menjadikan
4AMD isi ulang lebih populer dan berkembang lebih pesat dari pada AMDK. Di
Makassar berdiri 500 hingga 600 usaha air galon, pada 3 tahun yang lalu jumlahnya
hanya berkisar 300 usaha.2
UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa
dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. dalam kaitannya dengan produk AMD isi
ulang, maka setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi
ulang dengan mengelabui konsumen, yaitu memberikan keterangan tidak benar
kepada konsumen maka telah melanggar ketentuan UUPK. perlindungan konsumen
terhadap munculnya usaha AMD isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam
UUPK, antara lain Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4
huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Sedangkan pasal 4 huruf c
memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. jadi, UUPK
memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya
agar memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk AMD isi
ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai
dengan persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha
wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
barang dan/atau jasa yang diproduksinya. dengan adanya ketentuan pasal ini maka
2Edi Sumardi, Dinkes Makassar Awasi air Galon, Tribun Timur,23 Februari 2012.
5akan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam
menjalankan usahanya. sedangkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan
Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Di sini dapat dilihat bahwa aspek
perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK yaitu dengan membebankan
kewajiban kepada pelaku usaha AMD isi ulang agar produk yang diperdagangkannya
terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. perlindungan
konsumen terhadap munculnya usaha AMD isi ulang juga termuat dalam ketentuan
Pasal 8 UUPK. Pasal 8 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan
mencantumkan ketentuan tentang beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha AMD isi ulang, yaitu setiap pelaku usaha
dilarang untuk memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang
dipersyaratkan, label tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu yang
tercantum pada label, dan pencantuman kadaluarsa. pelaku usaha juga dilarang
memperdagangkan pangan yang rusak atau tercemar. beberapa perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 ini, bertujuan
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam
mengkonsumsi AMD isi ulang.
Selain UUPK, pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia
telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum yang
6menyebutkan bahwa persyaratan kesehatan air minum meliputi persyaratan
bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.
Seiring dengan semakin populer dan menjamurnya usaha AMD isi ulang ini,
timbul beberapa permasalahan terutama mengenai kualitas AMD isi ulang. kualitas
dari AMD isi ulang ini yang menjadi tolak ukur apakah air minum yang berasal dari
AMD isi ulang layak dikonsumsi atau tidak. Dinas Kesehatan kota Makassar
mengawasi produsen air galon di Makassar, pengawasan dilakukan menyusul adanya
sejumlah laporan dari warga bahwa ada produsen nakal yang menggunakan air sungai
yang tercemar limbah, bahkan ada yang menemukan bakteri dalam air galon atau air
kemasan isi ulang.3 permasalahan mengenai AMD isi ulang ini terkait dengan
perlindungan konsumen karena masyarakat sebagai konsumen merupakan elemen
yang paling erat dengan konsumsi AMD isi ulang yang harus diperhatikan oleh para
pihak yang terkait baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. upaya perlindungan
konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan menjamin
keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi AMD isi ulang tersebut.
Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang
lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha.4 dalam praktek transaksi bisnis
kekonsumen yang merupakan suatu transaksi yang dilakukan pelaku usaha dan
konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu sering
3Edi Sumardi, Dinkes Makassar Awasi air Galon, Tribun Timur,23 Februari 2012.
4Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia Pustaka utama, 2003), h. 12.
7menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.5 kedudukan konsumen dan pelaku
usaha tidak seimbang di mana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup
keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara
penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.
Konsep ekonomi dan perdagangan dalam islam harus dilandasi dengan nilai-
nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. kejujuran
merupakan ajaran Islam yang mulia. hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah,
lebih-lebih dalam jual beli karena di dalamnya sering terjadi sengketa. dalam
beberapa ayat, Allah Ta’ala telah memerintahkan untuk berlaku jujur. firman Allah
Ta’ala :
 ﱠﺗا اُوﻧََﻣآ َنﯾِذﱠﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ُﻧوُﻛَو َ ﱠ  اُوﻘ َنﯾِﻗِدﺎ ﱠﺻﻟا َﻊَﻣ او
Terjemahannya:
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar” (QS. At Taubah: 119).6
Sudah menjadi hal yang umum pada saat sekarang hak-hak konsumen sering
kali terabaikan. banyak orang yang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak
konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen cenderung mengambil
sikap “diam”. hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap
penting keberadaannya. hukum perjanjian yang seharusnya dapat diasumsikan
berlaku seimbang dalam kenyataannya terkadang sulit untuk disamakan karena posisi
5Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 9.
6Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya (Semarang:Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an 1967),h.164.
8tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah daripada pelaku usaha. masalah
perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. permasalahan ini tidak akan
pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. selama
masih banyak konsumen yang dirugikan, masalah tidak akan pernah tuntas. oleh
karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. permasalahan
mengenai perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku
usaha serta jalinan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha akan dikaji lebih
mendalam terutama kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap usaha AMD
isi ulang. dengan demikian dapat diketahui bagaimana Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan lain yang terkait
berpengaruh dalam rangka melindungi masyarakat yang mengkonsumsi AMD isi
ulang.
Selain itu, permasalahan-permasalahan tersebut dapat juga disebabkan
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen. 7
minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai
celah untuk mengelabui konsumen. oleh karena itu dibutuhkan suatu landasan hukum
untuk melindungi konsumen sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan tidak
diabaikan oleh pelaku usaha. UUPK merupakan landasan hukum bagi
penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.
7Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2000), h. 17.
9Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana AMD
isi ulang yang dikonsumsinya, apakah depot air minum isi ulang tersebut telah
menggunakan sanitasi yang baik, apakah air tersebut telah memenuhi syarat dan
kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan yaitu Peraturan Menteri
Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Syarat-Syarat Kualitas Air
minum serta peranan pemerintah dalam rangka pengawasan untuk melindungi
konsumen dan pembinaan terhadap depot depot air minum isi ulang yang dinyatakan
melakukan pelanggaranpelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tersebut khususnya
depot-depot air minum isi ulang yang ada di Kota Makassar.
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Kasus
Fokus dalam penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen Dalam
Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU
Nomor 8 Tahun 1999).
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam
yang dikaruniai oleh Allah SWT khususnya air. air mempunyai peranan dan
kegunaan yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang ada
di muka bumi. dapat dipahami juga bahwa air menjadi tiang dan pokok bagi
kehidupan, air adalah ibu bagi semua fenomena alam, betapa Allah menisbatkan air
untuk segala bentuk kehidupdan dan keberadaan, artinya tanpa air kehidupan tak akan
ada. tingginya kebutuhan air minum bersih dan sehat serta cukup mahalnya harga
produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) memunculkan inovasi baru dengan
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munculnya usaha Air Minum Depot (AMD) isi ulang yang harganya jauh lebih
terjangkau. depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses
pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “setiap
orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan”. pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai,
pengguna dan atau pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu. sedangkan
pengertian untuk undang-undang perlindungan konsumen di atas adalah setiap orang
pemakai dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga orang lain maupun mahkluk hidup lain, dan tidak untuk
diperdagangkan.8
Dalam pasal 1 ayat 3 UU.No 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum  yang didirikan dan berkedudukan  atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun  bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidan
ekonomi.9
8Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, h. 30.




1. Bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan
berbagai pelanggaran air minum depot isi ulang di kota Makassar?
D. Kajian Pustaka
1. Sutarman yodo, dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen. buku ini
membahas tentang hukum perlindungan konsumen yang menyajikan secara
sistematis komentar terhadap pasal-pasal undang-undang perlindungan
konsumen dan penjelasannya.
2. Ahmad Miru, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Bagi
Konsumen Di Indonesia. buku ini menguraikan secara komprehensip berbagai
hal yang melandasi kegiatan bisnis yang sehat dimana keseimbangan
perlindungan hukum antara konsumen dan produsen tercipta, perlindungan
konsumen di Indonesia, mulai dari ruang lingkupnya, lembaga, hingga
perundangan yang mengaturnya dan kemudian hal terpenting dalam
keseimbangan perlindungan konsumen dan produsen.
3. Zulham, dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen. buku ini membahas
tentang perlunya hukum konsumen, manfaat hukum perlindungan konsumen
bagi konsumen sekaligus produsen serta peran pemerintah dalam perlindungan
konsumen.
4. Celina Tri Siwi Kristiyanti, dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen.
buku ini membahas tentang latar belakang hukum perlindungan konsumen, hak
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dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sumber hukum perlindungan
konsumen, prinsip dalam hukum perlindungan konsumen, lembaga yang
berperan, isu atau masalah dalam hukum perlindungan konsumen, dan
penyelesaian sengketa konsumen.
5. Dr. Abdul Halim Barkatullah, dalam bukunya Hak-Hak Konsumen. buku ini
membahas tentang seputar gerakan perlindungan konsumen, dasar perlindungan
konsumen, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hak dan kewajiban
konsumen, penyelesaian sengketa, sanksi terhadap pelanggaran UUPK, baik
sanksi administratif, sanksi pidana pokok,  dan sanksi pidana tambahan.
kemudian membahas tentang sengketa konsumen, penyelesaian sengketa
konsumen, dan proses beracara tentang small claim, class action, dan legal
standing.
Beberapa buku diatas belum menjelaskan secara khusus tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Air Minum Depot Isi Ulang yang menjadi objek
kajian penulis.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan
kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian hainya dengan penelitian
ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen.
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2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk
menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum depot isi ulang di Kota
Makassar.
Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Manfaat Ilmiah :
1. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan
yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui
dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi, atau bahan masukan bagi
masyarakat umum mengenai Air Minum Depot Isi Ulang.
Manfaat Praktis :
1. Diharapkan konsumen dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya
serta meningktakan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta untuk mengetahui
perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi  air minum depot isi ulang.
2. Diharapkan pelaku usaha menerapkan ketentuan standar kualitas air minum
depot isi ulang sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi dan tidak




A. PENGERTIAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan  beberapa puluhan
tahun lalu diberbagai negara dan sampai saat ini sudah pulahan negara memiliki
undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada
konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. istilah konsumen berasal dari
ahli bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument
(Belanda). pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi
mana ia berada.  secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen)
setiap orang yang menggunakan barang. tujuan pengunaan barang atau jasa nanti
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.1
Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai
“setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan”. pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai,
pengguna dan atau pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu. sedangkan
pengertian untuk undang-undang perlindungan konsumen di atas adalah setiap orang
pemakai dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
1Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
h. 22.
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sendiri, keluarga orang lain maupun mahkluk hidup lain, dan tidak untuk
diperdagangkan. menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksud adalah orang alami
bukan badan hukum. sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan
barang dan atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
mahkluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.2
Pengertian konsumen menurut UU  No.8 Tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni : konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.
Unsur-unsur definisi konsumen :
1. Setiap Orang
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus
sebagai pemakai barang dan atau jasa.istilah “orang” sebetulnya menimbulkan
keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke person
atau termasuk juga badan hukum (rechts person). hal ini  berbeda dengan
pengertian  yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 1 ayat 3, yang
secara eksplisit membedakan kedua -pengertian persoon diatas , dengan
menyebutkan kata-kata : “orang perseorangan atau badan usaha”. tentu yang
paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang
2Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen,(Bandung: Nusa Media, 2010), h. 30.
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perseorangan.namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan
makna lebih luas daripada badan hukum.
2. Pemakai
Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 ayat 2 UUPK, kata “pemakai”
menekankan, konsumen adalah konsumen akhir.Istilah “pemakai” dalam hal ini
tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan,
barang dan /jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara
membayar uang untuk memperoleh barang dan / jasa. dengan kata lain, dasar
hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus
kontraktual (the privity of contract).
Konsumen tidak sekedar pembeli (buyer atau koper) tetapi semua
orang(perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi barang dan /jasa. jadi,
yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction)
berupa peralihan barang dan / jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam
menggunakannya.
3. Barang dan /atau jasa
Berkaitan dengan istilah barang dan / jasa, sebagai pengganti terminologi
tersebut digunakan kata produk.saat ini “produk” sudah berkonotasi baran atau
jasa.semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang.dalam dunia
perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis
layanan perbankan.
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UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan
maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan
istilah-istilah “dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan”.
Sementara itu, jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
konsumen.
4. Yang tersedia dalam masyarakat
Barang dan/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia
di pasaran (lihat juga bunyi pasal 9 ayat 1 huruf e UUPK).dalam perdagangan
makin kompleks dewasa ini, syarat itu tdk mutlak lagi dituntut oleh masyarakat
konsumen.misalnya, perusahaan pengembang (developer) perusahaan sudah bisa
mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi.bahkan, untuk
jenis-jenis transaksi konsemen tertentu, seperti futures trading, keberadaan
barang yang diperjual belikan bukan suatu yang diutamakan.
5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.
Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, dan makhluk hidup orang lain.  unsur yang diletakkan dalam definisi
itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan.kepentingan ini tidak
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sekedar ditujukan untuk diri sendiridan keluarga, tetapi juga barang dan/jasa itu
diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk
makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. dari sisi teori kepentingan,
setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. oleh sebab itu,
pengertian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karna pada dasarnya
tindakan memakai suatu barang dan /jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan
makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.
6. Barang dan/jasa itu tidak untuk diperdagangkan
Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya
konsumen akhir.batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan
konsumen berbagai negara.Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk
mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam
kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.3
Dalam pasal 1 ayat 3 UU.No 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha
adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum  yang didirikan dan berkedudukan  atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri
maupun  bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha
dalam berbagai bidan ekonomi.dalam penjelasan undang-undang yang termasuk
3Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 27-30.
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dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir,
pedagang, distributor, dan lain-lain.4
Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana
yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang
seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha.
Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut :
1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika
berdomisili Di Dalam Negri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang
dirugikan;
2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi Di Luar Negri,
maka yang digugat adalah importirnya, karna UUPK tidak mencakup pelaku
usaha Di Luar Negri;
3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang
digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.
Urutan-urutan diatas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk
mengalami cacat pada saat produksi, karna kemungkinan barang mengalami
kecacatan pada saat sudah berada Di Luar kontrol kesalahan pelaku usaha yang
memproduksi produk tersebut.5
4Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen,  h.  37.
5Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, h.  39.
.
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B. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh
karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. adapun materi yang
mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik,melainkan terlebih-lebih haknya
yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya
identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :
1. Hak untuk mendapat keamanan (the right to safety)
Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang
ditawarkan kepadanya.produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan
jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan
rohani.
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai
informasi yang benar.informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai
mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. informasi ini
dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui
iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).6
3. Hak untuk memilih (the right to choose)
6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h.33.
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Dalam mengonsumsi suatu produk, kensumen berhak menentukan
pilihannya.ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi
bebas untuk membeli atau tidak membeli. seandainya ia jadi membeli, ia juga
bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.
4. Hak untuk didengar (the right to be heard).
Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah
hak untuk didengar.ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang
berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan
konsumen.untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih
lanjut.7selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan
harapannya dalam mengonsumsi barang dan/jasa yang dipasarkan produsen.8
Hak konsumen sebagaiman tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999
adalah sebagai berikut :
1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa ;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/jasa;
7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h.36.
8 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),
h.48.
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang
digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi dan/penggantian, apabila barang
dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturang perundang-undangan lainnya.9
Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa
masalah kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang
paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. barang dan/jasa yang
penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam
masyarakat.selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam
penggunaanya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/jasa yang
dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan
9Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h.31.
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jujur.jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk didengar,
memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuanyang adil, kompensasi sampai ganti
rugi.10 selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance,  konsumen juga mempunyai
beberapa kewajiban. adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal
5, yakni :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.11
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku
usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada pasal 6 UU No. 8 tahun 1999 produsen
disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriktikad tidak baik;
10Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen,  h. 34.
11Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 41.
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3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan
nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha
tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/jasa yang diberikan
kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada
umumnya atas barang dan/jasa  yang sama. dalam praktik yang biasa terjadi, suatu
barang dan/jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka
para pihak menyepakati harga yang lebih murah.dengan demikian yang dipentingkan
dalam hal ini adalah harga yang wajar. menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut
pada huruf b,c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak
berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/ badan penyelesaian sengketa
konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. melalui
hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan
pelaku usaha. kewajiban konsumen dan hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf
b,c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian
sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.
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Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan
pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-
kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK :
Kewajiban  pelaku usaha adalah :
1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan
barang dan/jasa  serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak
diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan / mencoba barang
dan/jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/ garansi atas barang yang dibuat
dan/diperdagangkan;
6. Memberi konpensasi, ganti rugi dan/jasa penggantian apabila barang dan/jasa
diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.12
Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. dalam UUPK tampak bahwa itikad
12Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, h.  39-41.
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baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karna meliputi semua tahapan dalam
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku
usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada
tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa. hal ini tentu saja disebabkan oleh
kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen,
kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi
dengan produsen.13
C. PERLINDUNGAN KONSUMEN
Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karna
menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat
selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga
mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak
dan kewajiban, pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga
tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian
tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.14
Pelaku usaha memiliki kecenderungan “melecehkan” hak-hak konsumen serta
memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum.pelaku
13Dr.Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, h. 42.
14Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 1.
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usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar
yang berlaku.mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat
membeli/mengonsumsi produk-produk yang tidak berkualitas. pelaku usaha cukup
leluasa untuk melakukan promosi produk-produk, dengan cara mengelabui atau
memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut.15
Oleh karna itu, konsumen perlu dilindungi, karna konsumen dianggap
memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha.ketidak
seimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh
konsumen.seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi lebih kuat dari para
pelaku usaha.rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak
mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai
itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.
Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-Qur’an adalah perdagangan yang
tidak mendzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman :
 ْمﱠﻟ ِنَﺈﻓ ْمُﻛِﻟاَوَْﻣأ ُسوُؤُر ْمُﻛَﻠَﻓ ُْمﺗُْﺑﺗ نِإَو ِﮫِﻟوُﺳَرَو ِ ّ  َن ِّﻣ ٍبْرَِﺣﺑ ْاُوﻧَْذَﺄﻓ ْاُوﻠَﻌَْﻔﺗ
َ نوُﻣَﻠُْظﺗ َﻻَو َنوُﻣِﻠَْظﺗ َﻻ
15Dr.Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce Lintas Negara Indonesia (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII), h. 28.
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Terjemahannya :
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al.Baqarah: 279).16
Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisist
mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. diakhir ayat tersebut disebutkan
tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzalimi).
dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung
perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang
untuk saling menzalimi atau menganiaya. hal ini terkait dengan penganiayaan hak-
hak konsumen maupun hak-hak produsen.
Pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam pasal 1 ayat 1 undang-
undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menegaskan “ segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan
kepada konsumen”. kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen
serta membuka akses informasi tentang barang dan/jasa baginya, dan menumbuh
kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. tujuan yang ingin
dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu:
16Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya (Semarang:Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an 1967),h.37.
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1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/jasa
kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 huruf c);
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian
hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi (pasal 3
huruf d);
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf
e).17
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan
asas yang relevan dengan pembangunan nasional. berdasarkan Pasal 2 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999, terdapat lima asas perlindungan konsumen yaitu :
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
17Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsume (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2008), h. 8-9.
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3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan
spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut , bila diperhatikan
substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan
konsumen,
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.18
18Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang
dipakai adalah penelitian lapangan (field research).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kota Makassar ,yang merupakan wilayah
kompetensi pengawasan dari Dinas Kesehatan kota Makassar. pilihan lokasi
penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan penulis bahwa seluruh
kegiatan dan data ada pada mereka.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini
adalah pendekatan yuridis.
C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan
diteliti, oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerapkali tidak
mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja
untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian
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secara tepat dan benar.populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, pelaku
usaha dan konsumen.
Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil, pada prinsipnya tidak
ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari
populasi.cara mengambil sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive
sampling yaitu pengambilan sampel yang ditujukan kepada responden yang
dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat memberikan keterangan yang
mengarah sehingga memperoleh data yang faktual.penentuan sampel dilakukan
terhadap beberapa responden diantaranya :
1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar
2. Pelaku usaha
3. Konsumen
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu untuk mengetahui
sejauh mana pengaturan air minum depot isi ulang.
2. Sumber Data
a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan observasi dan
melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang terkait dengan
penelitian ini.
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, jurnal, dokemen-
dokumen dan lain-lain yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini.
c. Data tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar
atau koran dan majalah.
E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Wawancara Terstruktur ( Interview )
Yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang
berkompeten atau informan untuk memberikan informasi atas pengamatannya
dan pengalamannya dalam menganalisa Perlindungan Konsumen Dalam
Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar.
2. Studi Dokumentasi
Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu
pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan
data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data
sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen
dan publikasi. serta menelaah buku-buku, tulisan-tulisan yang berhubungan
dengan analisis mengenai dari Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi
Air Minum Depot, bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga mencakup
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dari berbagai literatur buku, jurnal baik pada media cetak maupun dari media
online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data – data penelitian
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara,
dokumentasi, dan observasi.instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari
sumber –sumber informasi.
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata–kata, data
tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen
perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk
responden yang jumlahnya sedikit.
H. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai
berikut:
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau
memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan dan uraian umum.
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2. Komperatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan
pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidak
sepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Dedukatif yang padaumumnya berpedoman pada peraturan perundang –
undangan.
4. Induktif yang pada umumnya digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-




A. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Makassar
Dinas Kesehatan Kota Makassar bertempat dijalan Teduh Bersinar no. 1 kota
Makassar Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki visi dan
misi, visinya yaitu   ”Makassar yang sehat dan nyaman untuk semua menuju kota
Dunia” . serta misinya yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata,
bermutu dan terjangkau berbasis teknologi, meningkatkan pelayanan masyarakat serta
pemberdayaan masyarakat,  menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan
kesehatan dan  menciptakan lingkungan sehat. pemerintah kota Makassar dalam
kebijakannya mengacu kepada 8 (delapan) upaya umum yang terdiri dari 8 (delapan)
upaya merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, 8
(delapan) upaya merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia, dan
8 (delapan) upaya mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas
dunia bebas korupsi. dari beberapa upaya umum, Dinas Kesehatan kota Makassar
sebagai salah satu SKPD yang bertanggung jawab di bidang kesehatan
menjabarkannya beberapa dari delapan upaya yang berkaitan dengan tugas Dinas
Kesehatan sebagai berikut : program yang berhubungan dengan 8 (delapan) upaya
umum merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, yang
terdiri dari Jaminan Sosial Keluarga Serba Guna (JAM SURGA) berupa asuransi
kesehatan dan pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam, program yang
berhubungan dengan 8 (delapan) upaya umum merestorasi tata ruang kota menjadi
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kota nyaman berkelas Dunia terdiri dari : atasi macet, banjir, sampah dan masalah
perkotaan lainnya, bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau
Makassar, lengkapi infrastruktur kota kelas Dunia, bangun biring kanal city, bangun
taman tematik dan tata total lorong, dan program yang berhubungan dengan 8
(delapan) upaya umum mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik
kelas dunia bebas korupsi yang terdiri dari menuju PAD 1 Trilyun, kuota anggaran
kelurahan 2 miliar per kelurahan per tahun dan pelayanan publik langsung ke rumah.
B. Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen
1. Perlindungan Konsumen
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. dalam Kalimat yang menyatakan “segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk
meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya
demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.1
Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan
kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. adapun kepentingan
konsumen menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang
1Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta: Rajawali
Pers, 2010) h. 1.
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Guidelines for Consumer Protection, sebagai berikut: perlindungan konsumen
dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya, promosi dan
perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen, tersedianya informasi yang
memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan
pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi, pendidikan konsumen,
tersedianya upaya ganti rugi yang efektif, kebebasan untuk membentuk
organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan
kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam
proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.2
Perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh
konsumen, hal ini diatur dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 yaitu : hak atas
kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa, hak untuk
memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, hak
untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan,
hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi
2Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
h. 115.
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dan/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturang perundang-undangan lainnya.
Selain hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula
kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, hal ini di atur dalam pasal 5 UU
No. 8 tahun 1999, yaitu : membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan
keselamatan, beriktikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa,
membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya
penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban para
pelaku usaha, hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menjalankan
usahanya dengan benar sehingga dapat tercapainya kesejahteraan baik bagi
konsumen maupun pelaku usaha.hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam
pasal 6 dan 7 UU No.8 tahun 1999.
Hak pelaku usaha sebagaimana diatur pada pasal 6 UU No. 8 tahun 1999,
yaitu: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan, hak
untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya Di Dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik
apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan
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oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewajiban  pelaku usaha adalah : beriktikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi jaminan barang dan/jasa  serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara
benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/jasa yang
diproduksi dan/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
dan / mencoba barang dan/jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/ garansi atas
barang yang dibuat dan/diperdagangkan, dan memberi konpensasi, ganti rugi
dan/jasa penggantian apabila barang dan/jasa diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.
2. Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang Dalam Undang-Undang
UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa
dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha.dalam kaitannya dengan produk AMD
isi ulang, maka setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha AMD
isi ulang dengan mengelabui konsumen, yaitu memberikan keterangan tidak
benar kepada konsumen maka telah melanggar ketentuan UUPK.
Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha AMD
isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam UUPK, antara lain pasal 4
huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. pasal 4 huruf a UUPK
42
memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa.oleh karena itu, produk AMD isi ulang juga
harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena berdasarkan ketentuan itu,
konsumen berhak untuk itu.UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen
agar setiap konsumen yang mengkonsumsi produk AMD isi ulang terjamin
keselamatannya.
Sedangkan pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk
mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.dalam mengkonsumsi AMD isi ulang, setiap
konsumen berhak untuk mendapatkan keterangan yang benar dari pelaku AMD
isi ulang terhadap produk yang dibelinya itu.UUPK juga memberikan jaminan
hak konsumen tersebut. jadi, UUPK memberikan perlindungan hukum kepada
setiap konsumen untuk menuntut haknya agar memperoleh keterangan yang
benar, jelas, dan jujur mengenai produk AMD isi ulang yang dibelinya, apakah
layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan persyaratan kualitas
air minum yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam ketentuan pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku
usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi barang dan/atau jasa yang diproduksinya. begitu juga halnya dengan
pelaku usaha AMD isi ulang harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam
pasal 7 ini, yaitu dengan memberikan informasi yang benar tentang produk air
minum yang diproduksinya sesuai kenyataan dan tidak mengelabui konsumen.
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dengan adanya ketentuan pasal ini maka akan mendorong pelaku usaha untuk
bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
Sedangkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang perlindungan konsumen
mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan. Di Sini dapat dilihat bahwa aspek
perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK yaitu dengan membebankan
kewajiban kepada pelaku usaha AMD isi ulang agar produk yang
diperdagangkannya terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi
masyarakat. aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha
AMD isi ulang juga termuat dalam ketentuan pasal 8 UUPK. pasal 8 memberikan
perlindungan kepada konsumen dengan mencantumkan ketentuan tentang
beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku
usaha AMD isi ulang, yaitu setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi
dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, label tidak sesuai
dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu yang tercantum pada label, dan
pencantuman kadaluarsa. pelaku usaha juga dilarang memperdagangan pangan
yang rusak atau tercemar. beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
yang tercantum dalam ketentuan pasal 8 ini, bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam mengkonsumsi AMD
isi ulang. dengan adanya beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
AMD isi ulang ini, UUPK telah memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen sehingga konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan
44
keselamatan dalam mengkonsumsi AMD isi ulang.dengan demikian, maka
UUPK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat
menuntut hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha AMD isi
ulang.
3. Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang Dalam Berbagai Peraturan Perundang-
Undang Lainnya.
Terhadap munculnya usaha air minum isi ulang, selain UUPK, berkaitan
pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum yang
secara jelas mengatur tentang syarat kualitas air minum dan pembinaan dan
pengawasan yang wajib dilakukan lembaga terkait terhadap pengelola air minum
yang dalam hal ini adalah depot air minum isi ulang.
Dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengelola air minum adalah
“Badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat”. AMD isi
ulang termasuk dalam kategori ini karena air minum yang dihasilkan oleh depot
air minum isi ulang dijual secara umum kepada masyarakat yang harus
memenuhi syarat kesehatan. khusus mengenai syarat kesehatan air minum
tersebut adalah meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.
Dalam pasal 3 disebutkan bahwa yang melakukan pembinaan teknis
terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaran persyaratan
kualitas air minum adalah Menteri Kesehatan. sedangkan pengawasannya
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui kegiatan-kegiatan
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seperti inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, pemeriksaan kualitas air di
lapangan atau laboratorium, analisis hasil laboratorium, tindak lanjut
penanggulangan masalah, dan penyuluhan kepada masyarakat. dalam melakukan
pengawasan, pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan instansi terkait,
asosiasi pengelola air minum, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi
profesi yang terkait. hal ini ditujukan agar pemeriksaan dan pengawasan dapat
berjalan fair sehingga tidak merugikan masyarakat secara luas.
Menurut Pak Abidin, dalam pemeriksaan bakteriologis air baku untuk air
minum harus dilakukan setiap 3 bulan sekali sedangkan air minum yang siap
dimasukkan Ke Dalam kemasan minimal 1 kali setiap bulan. tanggung jawab
mengenai kualitas air minum juga dibebankan oleh pengelola penyedia air
minum yang diatur dalam Pasal 9 dimana pengelola air minum harus dapat
menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dan
melakukan pemeriksaan secara berkala mulai dari instalasi, jaringan pipa
distribusi, pipa sambungan serta proses isi ulang dan kemasan. pengelola air
minum juga wajib melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang
dikelolanya dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku.
Dalam hal ini agama Islam memberikan ketentuan bahwa air yang akan
diminum atau akan dipergunakan untuk memasak makanan, sebagaimana bahan
makanan yang akan dimakan seseorang, haruslah halal lagi baik bagi kesehatan
tubuh. Dalam firman Allah :
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 َط ًَﻻﻼَﺣ ِضَْرﻷا ﻲِﻓ ﺎ ﱠﻣِﻣ ْاُوﻠُﻛ ُسﺎﱠﻧﻟا ﺎَﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ً ﺎِّﺑﯾ
Terjemahannya:
“Wahai sekalian manusia! makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal
lagi baik” (QS. Al Baqarah:168).3
Yang dimaksud dengan yang halal di sini adalah makanan dan minuman
yang halal, baik halal materinya maupun halal cara mengambilnya sebagaimana
yang telah ditetapkan oleh syara’. sedangkan yang dimaksud dengan baik di sini
adalah makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan tubuh. makanan dan
minuman yang halal itu penting sekali artinya bagi ketenangan dan ketentraman
jiwa yang menjadi faktor penentu bagi kebahagiaan hidup. makanan dan
minuman yang baik bagi kesehatan adalah makanan dan minuman yang tidak
tercampur dengan materi-materi yang dapat merusak kesehatan anggota badan
manusia, termasuk akal, seperti bahan yang memabukkan, bakteri, kuman
penyakit dan lain sebagainya. bahan makanan atau minuman yang akan
dikonsumsi atau telah dikonsumsi seseorang itu tidak terkontaminasi bahan yang
diharamkan oleh syari’at Islam atau materi yang merusak kesehatan manusia.
Menurut Pak Abidin selaku staf Dinas Kesehatan kota Makassar
mengatakan bahwa adapun syarat kualitas air minum yang harus dipenuhi oleh
pelaku usaha AMD isi ulang yaitu bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.
sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
3Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya (Semarang:Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an 1967),h.20.
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Indonesia nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air
minum yang secara jelas mengatur tentang syarat kualitas air minum.4
Adapun persyaratan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
a. Parameter Wajib





1. Parameter yang berhubungan
langsung dengan kesehatan
a. Parameter mikrobiologi









1) Arsen Mg/l 0,01
2) Fluorida Mg/l 1,5
3) Total Kromium Mg/l 0,05
4) Kadmium Mg/l 0,003
5) Nitrit Mg/l 3
6) Nitrat Mg/l 50
7) Sianida Mg/l 0,07
8) Selenium Mg/l 0,01
2. Parameter yang tidak langsung
berhubungan dengan kesehatan
a. Parameter Fisik
1) Bau Tidak berbau
2) Warna TCU 15
3) Total Zat Padat Terlarut (TDS) Mg/l 500
4) Kekeruhan NTU 5
5) Rasa Tidak berasa
6) Suhu 0C Suhu Udara 3
b. Parameter Kimiawi
4Abidin, Staf Dinas Kesehatan Makassar, Wawancara, 25 juni 2015.
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1) Aluminium Mg/l 0,2
2) Besi Mg/l 0,3
3) Kesadahan Mg/l 500
4) Khlorida Mg/l 250
5) Mangan Mg/l 0,4
6) pH 6,5-8,5
7) Seng Mg/l 3
8) Sulfat Mg/l 250
9) Tembaga Mg/l 2
10) Amonio Mg/l 1,5
b. Parameter Tambahan







1) Air Raksa Mg/l 0,001
2) Antimon Mg/l 0,02
3) Barium Mg/l 0,7
4) Boron Mg/l 0,5
5) Molybdenum Mg/l 0,07
6) Nikel Mg/l 0,07
7) Sodium Mg/l 200
8) Timbal Mg/l 0,01
9) Uranium Mg/l 0,015
b. Bahan Organik
1) Zat Organik (K.MnO4) Mg/l 10
2) Deterjen Mg/l 0,05
3) Chlorinated alkanes
Carbon tetrachloride Mg/l 0,004
Dichloromethance Mg/l 0,02
1.2- Dichloromethance Mg/l 0,05
4) Chlorinated ethenes





















acid (EDTA) Mg/l 0,6
Nitrilotriacetic acid (NTA) Mg/l 0,2
c. Pestisida
1) Alachlor Mg/l 0,02
2) Aldicarb Mg/l 0,01
3) Aldrin dan dieldrin Mg/l 0,00003
4) Atrazine Mg/l 0,002
5) Carbofuran Mg/l 0,007
6) Chlordane Mg/l 0,0002
7) Chlorortolorort Mg/l 0,03





11) 1,2- dichloropropane Mg/l 0,04
12) Isoproturon Mg/l 0,009
13) Lindane Mg/l 0,002
14) MCPA Mg/l 0,002
15) Methoxychlor Mg/l 0,02
16) Metolachlor Mg/l 0,01
17) Moliriate Mg/l 0,006
18) Pendimethalin Mg/l 0,02
19) Pentachlorophenol (PCP) Mg/l 0,009
20) Permethrin Mg/l 0,3
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21) Simazine Mg/l 0,002
22) Trifluralin Mg/l 0,02
23) Chlorophenoxy herbicides
selain 2,4-D dan MCPA
24) Dichlorprop Mg/l 0,10
25) 2,4-DB Mg/l 0,090
26) Fenoprop Mg/l 0,009
27) Mecoprop Mg/l 0,001
28) 2,4,5-trichlorophenoxyacetic
acid Mg/l 0,009


















Dichloroacetic acid Mg/l 0,05








Gross alpha activity Bq/l 0,1
Gross beta activity Bq/l 1
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Air minum yang memenuhi standar kesehatan dan amam dikonsumsi adalah
yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan,
yaitu PH nya sekitar 7.0, tidak mengandung bakteri patogen (dapat menyebabkan
penyakit), tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi fungsi tubuh, serta tidak
korosif (korosif berarti obat yang mengikis jaringan organ kimia atau secara
peradangan tetapi dapat juga berarti bahan-bahan yang menyebabkan pengikisan).
Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk
dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk
dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. namun demikian, seringkali produk air minum AMD isi
ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.
permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya
AMD isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam PERMENKES N0 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang
syarat-syarat kualitas air minum.pelanggaran mengenai standar kesehatan ini
mengakibatkan produk AMD isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan
menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih
ekstrim berujung pada kematian.
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1 Jongaya 24 19 16 86 3 14
2 Tamalate 31 25 23 93 2 7
3 Barombong 13 6 4 65 2 34
4 Kassi-kassi 51 41 40 96 2 4
5 Mangsa 18 11 10 86 2 2
6 Minasa Upa 14 11 10 93 1 7
7 Andalas 5 2 2 100 0 0
8 Tarakan 12 3 3 100 0 0
9 Makkasau 16 10 9 92 1 8
10 Bara - Baraya 15 5 4 78 1 22
11 Maradekayya 21 11 9 81 2 19
12 MacciniSawah 9 3 3 77 1 23
13 Sudiang 51 29 23 79 6 21
14 Sudiang Raya 22 5 4 71 2 29
15 Tamalanrea 27 20 18 90 2 10
16 Bira 9 5 3 67 2 33
17 Antara 12 5 4 67 2 33
18 Rappokalling 23 20 14 71 6 29
19 Kaluku Bodoa 24 19 14 72 5 28
20 Jumpandangbaru 4 0 0 0 0
21 Panambungan 10 3 1 38 2 62
22 Dahlia 10 4 2 64 1 36
23 Pertiwi 9 7 6 85 1 15
24 Mamajang 14 3 2 70 1 30
25 Cendrawasih 17 5 4 79 1 21
26 Tabaringan 9 6 3 54 3 46
27 Pattingalloang 10 7 6 85 1 15
28 Batua 20 14 12 81 3 19
29 Karuwisi 14 11 9 84 2 16
30 Pampang 25 19 14 76 5 24
31 Tamamaung 22 12 11 88 2 13
32 Antang 11 8 6 83 1 17
53
33 AntangPerumnas 17 11 10 89 1 11
34 Tamangapa 12 5 5 100 0 0
35 Layang 24 18 16 92 2 8
36 MalimonganBaru 15 6 5 84 1 16
37 BarrangLompo 3 1 0 0 1 100
38 Kapasa 9 8 6 77 2 23
39 TamalanreaJaya 12 6 5 80 1 20
40 Paccerakkang 21 15 10 67 5 33
41 Bulurokeng 14 8 6 67 3 33
42 Ballaparang 10 0 0 0 0
43 Bangkala 18 9 7 77 2 23
44 Toddopuli 12 7 5 78 2 22
45 MacciniSombala 13 10 8 80 2 20
46 Kodingareng 5 4 3 75 1 25
JUMLAH 757 451 369 82 82 18
Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, maka perlu
dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara
terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari
penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan
kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi :
a. Air minum yang diproduksi  oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun  swasta
yang didistribusikan ke masyarakat  dengan sistem perpipaan.
b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta,
didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau kemasan isi ulang.
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Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
yang meliputi:
a. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi:  pada air minum perpipaan maupun air
minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari
sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan,
dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minumn perpipaan.
b. Pengambilan sampel:  Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus
dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
1) Untuk penyediaan air minum perpipaan:
a) Pemeriksaan kualitas bakteriogi: jumlah minimal sampel  air minum perpipaan pada
jaringan distribusi.
b) Pemeriksaan kualitas kimiawi:  jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan
distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi.
c) Titik pengambilan sampel air:  harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili
secara keseluruhan dari  sistem penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air
baku.
2) Untuk penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang. jumlah dan
frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan
ketentuan mimimal sebagai berikut:
a) Pemeriksaan kualitas bakteriologi:  jumlah minimal sampel air minum pada
penyediaan air minum  kemasan  dan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut:
air baku  diperiksa minimal  satu sampel  tiga  bulan satu kali, air yang siap
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dimasukan kedalam kemasan minimal satu sample sebulan sekali, dan air dalam
kemasan minimal dua sampel  satu bulan satu kali.
b) Pemeriksaan kualitas kimiawi: jumlah minimal sampel air minum  adalah sebagai
berikut: air baku  diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali, air yang siap
dimasukan ke Dalam kemasan minimal satu sample sebulan sekali, dan air dalam
kemasan minimal satu sampel  satu bulan sekali.
c) Pemeriksaan kualitas air minum dilakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.
d) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-
lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan
kualitas kimiawi.
e) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila
diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang
menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan  atau kejadian luar biasa pada para
konsumen.
f) Parameter kualitas air yang diperiksa: dalam rangka pengawasan kualitas air minum
secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter
kualitas air minimal yang  harus diperiksa di laboratorium  adalah sebagai berikut:
(1) Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan:
(a) Parameter  Mikrobiologi meliputi E. Koli dan Total Koliform.
(b) Kimia an-organik meliputi Arsen, Fluorida, Kromium-val.6, Kadmium, Nitrit, sbg-N,
Nitrat, sbg-N, Sianida dan Selenium.
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(2) Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan:
(a) Parameter fisik meliputi bau, warna, jumlah zat padat terlarut (tds), kekeruhan, rasa,
suhu.
(b) Parameter kimiawi meliputi aluminium, besi, kesadahan, khlorida, mangan, ph, seng,
sulfat, tembaga, sisa khlor, dan amonia.
g) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut pada
Lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena
adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
h) Pada awal beroperasinya suatu sistem penyediaan air minum, jumlah parameter yang
diperiksa, minimal seperti yang  tercantum pada lampiran II point 6 keputusan ini,
untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan
sample  pada angka 2 butir a dan b Keputusan ini.
i) Bila parameter yang tercantum dalam lampiran II ini tidak dapat diperiksa di
laboratorium Kabupaten/Kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium
Propinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.
j) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan
kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi
dari Dinas Kesehatan setempat.
k) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas
Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin,
minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena
terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka
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pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan
Propinsi dan Direktur Jenderal.
Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan,
Pengelola Air Minum dengan system perpipaan wajib mengadakan pengawasan
internal terhadap kualitas air yang diproduksinya, sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Untuk Produksi Air Minum sebesar < 200.000 m3/Tahun/Unit Produksi:
1) Pada setiap reservoir (tendon air) dilakukan pemeriksaan parameter:
a) Sisa khlor dilakukan minimal satu kali sehari
b) Ph, dilakukan minimal satu kali per minggu
c) Daya hantar listrik (DHL), alkalinitas, kesadahan total, co2 agresif, dan suhu
dilakukan minimal satu kali per minggu.
d) Besi dan mangan, dilakukan minimal satu kali per bulan bila menjadi masalah.
2) Pada jaringan pipa distribusi dilakukan pemeriksaan parameter:
a) Sisa khlor, minimal satu kali sehari, pada outlet reservoir dan konsumen terjauh
b) Ph, minimal satu kali per minggu
c) Daya hantar listrik (DHL), minimal satu kali perbulan.
d) Kekeruhan, minimal satu kali per minggu.
e) Total Coliforms/E, minimal satu bulan sekali pada outlet reservoir dan konsumen
terjauh.
b. Untuk produksi air minum sebesar > 200.000 m3/tahun/unit produksi:
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1) Pada setiap reservoir (tendon air)/stasiun Khlorinasi (1) (3) dilakukan pemeriksaan
parameter:
a) Sisa khlor dilakukan minimal satu kali sehari
b) Ph, Daya Hantar Listrik (DHL), alkalinitas, kesadahan total, co2 agresif, dan suhu
dilakukan minimal satu kali per minggu.
c) Besi dan mangan, dilakukan minimal satu kali sebulan, bila menjadi masalah.
2) Pada jaringan pipa distribusi dilakukan pemeriksaan parameter:
a) Sisa khlor/ORP (2), pada outlet reservoir sampai dengan konsumen terjauh, dilakukan
pemeriksaan sebanyak satu sample per 15.000 m3 produksi air minum.
b) Total coliforms/E coli, dilakukan pemeriksaan sebanyak satu sample per 15.000 m3
produksi air minum.
c) Ph, Daya hantar listrik (DHL),Kekeruhan, dilakukan pemeriksaan sebanyak satu
sample per 15.000 m3 produksi air minum.
c. Kualitas air baku:
Pemeriksaan kualitas air baku air minum dilakukan minimal dua  kali
pertahun, meliputi parameter:
1) Total Coliforms/E.Coli;
2) PH DO, bahan organik (KMn O 4), alkalinitas. kesadahan total, CO2 agresif,
suhu, DHL;
3) Besi dan mangan, dilakukan bila menjadi masalah.
Keterangan:
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1) Untuk memastikan efisiensi proses khlorinasi sebelum didistribusikan.
2) Untuk pemeriksaan rutin sisa chlor dapat digantikan sebagian dengan
pengukuran ORP, hanya jika telah terbukti terdapat hubungan antara sisa chlor
dan ORP dan secara rutin telah dikalibrasi, menurut sumber airnya.
3) Berlaku jika khlor dipakai sebagai desinfektan, jika tidak sampel khlor bebas
diganti menjadi tambahan fecal/total coli.
Langkah-langkah menjamin kualitas air minum oleh pengelola
penyediaan air minum melalui sistem perpipaan, diantaranya
1) Memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan Dinas
Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
2) Melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dari kebocoran dan melakukan
usaha-usaha untuk mengatasi korosifitas air di dalam jaringan perpipaan secara
rutin.
3) Membantu petugas Dinas Kesehatan setempat dalam pelaksanaan pengawasan
kualitas air dengan memberi kemudahan petugas memasuki tempat-tempat
dimana tugas pengawasan kualitas air dilaksanakan.
4) Mencatat hasil pemeriksaan setiap sampel air, meliputi tempat pengambilan
sampel (permukiman, jalan, nomor rumah, titik sampling), waktu pengambilan,
hasil analisa pemeriksaan laboratorium termasuk metode yang dipakai, dan
penyimpangan parameter.
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5) Mengirimkan duplikat pencatatan kepada Dinas Kesehatan setempat. dokumen
ini harus disimpan arsipnya untuk masa selama minimal 5 tahun.
C. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai
pelanggaran air minum isi ulang di kota Makassar.
Jika pengelola air minum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang
diberlakukan maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
berdasarkan peraturan yang berlaku karena mengakibatkan gangguan kesehatan
masyarakat dan merugikan kepentingan umum.  berdasarkan ketentuan-ketentuan
pasal-pasal di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha air
minum isi ulang dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri. penyelesaian sengketa
konsumen yang diajukan melalui badan peradilan umum ini tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menurut Abidin, pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi
syarat kualitas air minum akan diberikan teguran agar pelaku usaha air minum depot
isi ulang tersebut mematuhi aturan sebagaimana diatur dalam PERMENKES
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum, apabila pelaku
usaha tidak mengindahkan teguran, maka proses penyelesaian dilakukan sesuai
dengan UUPK.5
Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 2 penyelesaian sengketa
konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan
5 Abidin, Staf Dinas Kesehatan Makassar, Wawancara, 25 juni 2015.
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pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. berdasarkan ketentuan ini, bisa
dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur
pengadilan dan Di Luar jalur pengadilan.
Dalam hal perlindungan konsumen apabila terjadi suatu sengketa, dalam
UUPK telah diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam Pasal 45.
dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak.
Melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan
mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. sedangkan Di
Luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen diselenggarakan untuk mencapai
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kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh
konsumen.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang. berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 4, apabila telah
dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen Di Luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. penyelesaian
sengketa konsumen memiliki kekhasan, karena sejak awal para pihak yang berselisih
khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa itu
mengikuti beberapa lingkungan peradilan, misalnya peradilan umum dan konsumen
dapat memilih jalan penyelesaian diluar pengadilan.hal ini di pertegas oleh Pasal 45
ayat (2) UUPK tentang penyelesaian sengketa. berdasarkan ketentuan tersebut maka
dapat disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan cara sebagai
berikut: :
1. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan
konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.
2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mengacu kepada ketentuan
peradilan umum yang berlaku.
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3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK). penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan
menempuh salah satu dari ketiga cara penyelesaian yang ditawarkan oleh pasal
45 ayat (2) tersebut. sesuai dengan kesepakan para pihak yang bersengketa
sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara pelaku usaha dengan
konsumen.
maka setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar
oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugutan sengketa konsumen melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Pengadilan Negeri sesuai






Dari  keseluruhan uraian mengenai “perlindungan konsumen dalam
mengkonsumsi air minum depot isiulang”. Sebagaimana telah dituangkan dalam
Bab I sampai dengan Bab IV penulisan hukum ini, maka pada Bab V sebagai
bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis.
adapun hasil penelitian yang telah diuraikan tiap bab maka penulis mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-UndangNomor 8
Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh
konsumen, hal ini diatur dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, selain hak-hak
yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula kewajiban yang harus
dilakukan oleh konsumen, hal ini di atur dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 1999,
perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban para
pelaku usaha, hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat menjalankan
usahanya dengan benar sehingga dapat tercapainya kesejahteraan baik bagi
konsumen maupun pelaku usaha. hak dan kewajiban pelaku usaha diatur
dalam pasal 6 dan 7 UU No.8 tahun 1999.selain UUPK, berkaitan pula
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
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492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum yang
secara jelas mengatur tentang syarat kualitas air minum dan pembinaan dan
pengawasan yang wajib dilakukan lembaga terkait terhadap pengelola air
minum yang dalam hal ini adalah depot air minum isi ulang.
2. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai
pelanggaran air minum isi ulang di kota Makassar.menurut UU perlindungan
konsumen pasal 45 ayat 2 penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh
melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para
pihak yang bersengketa. berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada
dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan
dan di luar jalur pengadilan.
B. Implikasi Penelitian
Memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan mengenai
keberadaan dan kualitas air minum serta pengawasan dan evaluasi secara periodik,
dan menciptakan penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, sederhana dan murah.
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